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ABSTRAK 

 

Salah satu aktor penegak Hukum yang sangat penting adalah profesi Advokat. 

Pengaturan mengenai keberadaan Advokat baik sebagai individu maupun organisasi 

profesi yang dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta pengawasan 

pelaksanaan profesi. Sejak Undang- Undang Advokat diundangkan pada April 2003, 

ternyata tujuan dan sasaran yang hendak dicapai belum dapat dipenuhi, terutama dalam 

mewujudkan wadah tunggal Advokat, yaitu sebuah organisasi yang menjadi naungan 

untuk seluruh Advokat di Indonesia. Namun terbentuknya PERADI ternyata tidak 

otomatis membuat Advokat berada pada satu naungan organisasi, pada 

perkembangannya di internal organisasi Advokat itu sendiri timbul berbagai 

permasalahan salah satunya dalam pengambilan sumpah Advokat seperti yang 

dituangkan dalam pasal 2 mengenai pengangkatan Advokat yaitu sarjana hukum yang 

telah mengikuti pendidikan Advokat, telah lulus ujian Advokat , magang selama 2 

tahun serta melaksanakan pengambilan sumpah dalam sidang terbuka oleh pengadilan 

tingi di wilayah domisili hukumnya.Dalam kasus ini Penulis merumuskan dua 

permasalahan yaitu: Bagaimana Pengambilan sumpah Advokat pasca Putusan Nomor 

36/PUUXIII/2015 dan surat edaran Mahkamah Agung terkait sumpah advokat dan 

Bagaimana kedudukan organisasi Advokat pasca Putusan tersebut dan Surat edaran 

Mahkamah Agung? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan 

metode Yuridis Normatif. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengganti frasa 

pasal 4 ayat (1) tersebut karena menurut hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi tetap 

mengakui wadah tunggal advokat adalah Peradi, Akan tetapi, karena putusan 

Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, bagaimana pun keputusan itu harus 

ditaati oleh semua pihak. Adapun saran dari penulis yaitu agar putusan mahkamah 

konstitusi tidak semakin dijadikan bahan pertikaian antara Peradi dan KAI, penulis 

beranggapan sebaiknya untuk merevisi undang-undang advokat ini melalui legislative 

review agar semakin jelas kemana tujuan dan bentuk Organisasi Advokat bangsa ini.  


